
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATLTRAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATT]RAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHIJN T999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
CETAK KARTU TAI{DA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI BATANGHARI,

bahwa denga adanya penambahan objek dan penrbahan tarif dibidang

adminishasi kependudukan maka perlu diti4iau kembali Rstribusi Penggantian

BWa Cstak f-artu Tanda Peirdu&lk dan Akta Catatan Srprl ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sobagaimana dimatcud pada hunrf a perlu

merubah atas Pcrafium Dasrah Kabrryatcn Barang Flari Nomor 4 Tahun 1999

tentang Retihrsi Pengantian Brrya C€tak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil d€{r$n Perafiran Daera}r-

Undang-undang Nomor 12 Tatnrn 1956 tentang Pembeirtukan Daeratr Otonom

Ifubupatelr Dtlam Unghmgan Daerah Propni Sumatera Tengah (I-ernbaran

Negara Tahuo 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan undang-uadarg

Nomor 7 Tahrm 1965 tentang Pembentukan Daerah Tfu€kat tr sarolangua

Bangko dan Daeratr Tingkat tr Taqiung Jabung (Lernbaran Negra Tahrm lxi5
Nomor 50);

Mcngingat : 1.

2. Undang-undag Nomor 8 Tahrm l98l lentang Hukum Acaa Pktaf,a

(I*mbran Ncgara Tahrm tr9E1 Nomr 75; Tambahan t"embaran l@ara

No'mor 3209);
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (kmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 4l; Tambahan Lernbaran

Negara Nnmor 3685) nebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan

Leinbaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-mdang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan lrmbaran Negara

Nomor 3839) ;

5. Perahran Pemerintah Nomor 27 Tahm 1983 tentang Pelaksanaan Undang-

rmdang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Irmbaran Negara

Tahrur 1983 Nomor 6; Tambahan l,smbaran Negara Nomor 3258) ; ,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewonangan Propinsi sebagai Daerafi Otonom (kmbaran Negara Tahun

2000 Nomor 54; Tambahan kmbaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rehibusi Daerah

Q-embaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambalun lrmbaran Negara

Nomor 4139);

8, Kepuhtsan Presiden Nomor 44 Tahm 1999 tentang Teknik Penlusunan

Perahran Penrndang-undangan dan Benftrk Rancangan Undang-undang

Rancangan Perafuran PemerintalU dan Rancangan Keputusan Presiden

(lrmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Flari Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Rehibrxi Penggantian Biaya Cetak Karil Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil (kmbran Daerdr Nomor 5 Tahun 1999 Seri B Nornor 3).

Dcngan persefujuan

DEWAN PI,RWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATIIRAN DAERAH TENTAI{G PERLtsAI{A}; ATAS PER{TL'R{\-

DAERAH TLABL?ATEN BAT.{}{G FL{RI NO\fOR 4 T.{F{L\ 1999

TE]'ITA}IG RETRIBUSI PENGG.T\TL{]\ BL{Y.{ TET.{K L{P"TL' T.{}D.{

PE}JDLDLA DA.\ .{I-;TA C"{TATA}; SIPU.
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Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Birya

Cefak Karfu Tanda Penduduk dan Akia Catatan Sipil Ckmbaran Daerah Nomor 5 Tahrm 1999

Seri B Nomor 3) BAB I Pasal I ditambah huruf p, dan BAB VI Pasal 8 ryat (2) di ubah dan harus

dibaca eebagai berikut :

A. Pasal I ditambah huruf p dan harus dibaca :

Kartu keluarga adalah Kartu yang memuat data kepala keluarga dan ssmua angota

keluarga.

B. Pasal 8 ryat (2) dirubah dan harus dibaca :

Strukhrr dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No Macam Kegietan
Besarnya

Biava Keterangan

I 2 3 4

I

tr

m

K@
l. Kartu Tanda Penduduk (Simduk)

a. PembuatanKTPWNI
b. PembuatanKTPWNA
c. Pembuatan KTP Musiman

2. Kartu Tanda Penduduk $danual)
a. PembuatanKtp WWt
b. Pernbuatan Klp WNA
c. Pembust€n KTP Musiman

KeruXeluc[ss
l. Kartu Keluarga Simduk
2. Kartu Keluarga lvlanual

aptak akts Catstan Sipd
l.-Pen@tso Kglsbrnltt

a. Pencatatan dm Penerbitan Kutipan
Akta Kelahiran WNL
l. AnakKesatudanKedus
2. Anak Ketigp dan seterusnye

b. Pencatatan dan Pen€rbitm Kulipwr
Akta Kelahirsn WNA
l. AnakK€sdudmkedr.la
2 Ansk Kehgp dan sacrusmlr

c. Krlipo'r Akta Kclshrrer KGd@ llN
d Kufreom Aira Kdahru-m };ceu q\-A

5.000,-
50.000,-
10.000,-

Rp. 2.000,-
Rp 25.000,-
Rp 7.500,-

2.540,-
2.000,-

fu 7.sfiJ,-
Rp 10.000,-

Rp
Rp
Rp,

Rp
Rp.

RP

Re
RP

?r1ftY) -
50 C{rl.-
i2. ft1CI.-

3-i fi:rl"-

Berlaku 3 Tahiur
Berlaku lTahun
Berlaku 1 Tahun

Berlaku 3 Tahun
Berlaku 1 Tahun
Berlaku 1 Tahun

L Fcmc*tm Mm'itmam
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2. Pencatstan Ferksrinsn
a. Pencatatan Pe*awinan WNI

i. D dalem Ksrtm
2. Di luar Ksitor

b. Pencatatan Perkavrinan WNA
1. Di dalam Ksntor
2. Di luar Kantor

c. Pencatatan Perkarvinan yang mele-
wati l bulan WNI
1. Di dalam Kantor
2. Di luar Kantor

d. Pencatatan Perkawinsn yang mele-
wati I bulanWNA
l. Di dalun l(srtor
2. Di luar Kantor

e. Kutipan Akta Perkawinan.
i. Llntuk WNI (Suami - Isteri)
2. Untuk WNA (Suami Isteri)

f. KutipanAkta Perkawinan Kedua dan
seterusnya WNI (Suami-isteri)

g. Kutipan Akts Porkawinan Kedua dan

seterusnya WNA (Suami - Isteri)

3. Pencatstm Pgrceraian.
a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan

Akta Perceraian WNI (Suami-isteri)
b. Pencatatan dsn Penerbitnn Kutipan

Akta Perccraian WNA (Suami-isteri)
c. Kutipan Akts Perceraisn kedus dsn

seterusnyaWNI
d. Kutipan Alla Perceraian kedua dan

setenanya WNA

4. Psncatstsn Komatian .

a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan
AktaKematianWNI

b. Pencstatfil dan Penerbitan Kutipan
Akta Kematian WNA

c. Kutipan Akts Kcmatian Kedua dan
seterusnya WNI

d. Kutipan Akta Kematisn kedua dan
setonrsnya WNA

Pencatatan Pengnkuan dan Pengesalun
Anak
a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan

Akta Peng€sslrst Ansk \11{I
b. Pencatatsn dm Penerbitan Kt:hpen

Attg PEn$sahs'r -A:rsk \\)JA
c Pencatetsr Ferryr*ij,m An6k'*]I
d- Fer:cdefan FcrEesehm Ansk',il'-4
e li'lrilpan,lhte tra:gairr.m ErEk k€fr.la

clan seterumlt l;lli1
i {;ipen -4fce Per:gofuum.lnek lrffirs

'fai s{tcr.rsn$e l*liA F,:

Rp
Rp

Rp
Rp

30.000,-
65.000,-

30.000,-
60.000,-

60.000,-
120.000,-

10.000,-

35.000,-

150.000,-

2,i c4J.-

5 I -l-l-r.-
::i -r.1_'.-

i- -ti' 
_

i: :n1:"-

5" -ri-"-

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

p^

-\+.
Fn

;*."f

ir 4
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I 2 3 4

6. Pencatatsn Pen8sngkstan Ansk

a. Pencatatan dan Pengangkatsn Anak
WNI

b. Pencatatan dan Pengangkatan Anak
WNA

c Pencatatan Pengangkatsn Anak mele-
bihi j$gka waldu I (satu) tahun:
l. UntukWNI
2. Untuk WNA

7. Perubahan Akta-skta Catatan Sipil

8. Pencatstsn Pembskuan Nama

9. $alinan Akta Kelahiran
I, WNI
2 WNA

I C. Salurur Aktg Perkawinan
1. WNI
2. WNA

I I $alucn Skta Perccraisn
I. WNI
2 WNA

I 2. Salinan Akts K€matian
I WNI
2. WNA

l3.gslinan Akts _ Pengalcuan. *&
Pengesesshgn Ansk
I. WNI
2. WNA

l4.Surat Ketnrmgan yang dikelqarksn
qleh Kantor Kependudukan dgn
Catatan Sipil

l5.SK Bupati tentang Kelahiran
Terlambat

Rp

Rp

25.000,-

50.000,-

50.000,-
100.000,-

20.000,-

100.000,-

30 000,-
60.000,-

35.000,-
70.000,-

35.000,-
70.000,-

10.000,-
20.000,-

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp.

Rp,
Rp.

Rp 15.000,-
Rp 30.000,-

3.0m,-

5.000,-

Rp

Rp

Pnsd M."
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Pasal tr

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mcngetahuinrya, memerintal*an pengundangan

dengan penempatannya dalam lqnbaran daeratr Kabupaten Batang Hari.

Digahkan di Muara Bulian

Dundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal 2 Januari 2003

ANG TIARI

KABUPATEN BATANG HARI

Daerah ini

Tanggal 2 Januari 2003.

FATTAH

TAHUN 2003 NOMOR 6



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NoMoR f rasuN zool

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAII KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA

CET'AK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPL

I. PENJET,NSAN UMUM

Bahwa dengatr adanya penambahan objok dan pcrubahan tarif administrairi

kependudukan yang di tetapkan Pemerintah Kabupatcn Ratang Hari maka dengan demikian

Psraturan Daerah Kabupate,n Batang Hari Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rehibusi

Penggantian Birya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil pedu diadakan

perubahan sesuai durgan kowenangan otonomi daErah yang dimiliki oleh Pernerintah

Kabupaten Batang Hari . Hal ini meiupakan tindak lanjut dari Undang-uudang Nomor 22

Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daeratr, Undatg-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daeralr, Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tatnm 1997 tentang Pajak

Daerah dan Rehibusi Daeratq dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Rehibusi Daerah .

Penetapan Peraturan Daerah ini dapat mer{amin terla*sananya usaha Pemerintah

Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) eehingga dengan kernampuan

keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah

dan pembangunan daerah. Salah eatu sumber Pend4atan Asti Daerah dalam menqiang

otonomi daerah adalah pungutan Retribusi Penggantian Bra)'a C€talq Karil Tanda

Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukqpjelas.

Pasal tr Cukryjc{as"


